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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45/PMK.06/2017
TENTANG

TATA CARA PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

1.

bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 159/PMK.06/2013, tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II,belum
mengatur secara rinci ketentuan mengenai pemeriksaan
Pejabat Lelang Kelas II;

bahwa  dalam  rangka  meningkatkan  efektifitas
pembinaan dan pengawasan terhadap Pejabat Lelang
Kelas II melalui pemeriksaan, perlu pengaturan secara
khusus dan tersendiri mengenai tata cara pemeriksaan
terhadap Pejabat Lelang Kelas II;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara

Pemeriksaan Pejabat Lelang Kelas II;

Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28
Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3)
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Menetapkan

Instruksi Lelang (Vendu Instructie, Staatsblad 1908:190
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Staatsblad 1930:85);

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010
tentang Pejabat Lelang Kelas II (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 475) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
159/PMK.06/2013 tantang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang
Pejabat Lelang Kelas II (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1338);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 270);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PEMERIKSAAN PEJABAT LELANG KELAS II.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang
berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disingkat DJKN, adalah unit Eselon [ di lingkungan
Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan
negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian,
piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.



(1)

(2)
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Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan
Negara.

Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur,
adalah salah satu pejabat unit Eselon II di lingkungan
DJKN yang mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang lelang.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara,
yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung
kepada Direktur Jenderal.

Pemeriksaan adalah kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti terkait kegiatan jasa
lelang secara objektif dan profesional sesuai tujuan
pemeriksaan.

Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan
DJKN yang ditunjuk untuk melakukan Pemeriksaan.
Objek Pemeriksaan adalah Pejabat Lelang Kelas II yang
terperiksa.

Pengawas Lelang (Superintenden) adalah pejabat yang
diberi kewenangan oleh Menteri untuk melakukan
pembinaan dan pengawasan kepada Pejabat Lelang Kelas

II.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur mengenai Pemeriksaan
langsung yang dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah
selaku Pengawas Lelang (Superintenden) terhadap
seluruh  Objek Pemeriksaan yang berkedudukan
di wilayah kerjanya.
Pemeriksaaan langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat didelegasikan kepada Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan DJKN.
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Pasal 3

Pemeriksaan bertujuan untuk:

a.

menilai kepatuhan Objek Pemeriksaan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lelang;

menilai kinerja Objek Pemeriksaan baik dari kualitas
pelayanan maupun kuantitas pelayanan; dan/atau
menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat, informasi
dari pihak-pihak terkait, dan/atau hasil Pemeriksaan

sebelumnya.

BAB III
ASPEK DAN JENIS PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Aspek Pemeriksaan

Pasal 4

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

dilakukan terhadap aspek sebagai berikut:

a.

Aspek kualitas pelayanan lelang, yang meliputi:

1. kesesuaian pelayanan lelang dengan peraturan;

2. kecermatan dan ketelitian dalam membuat Minuta
Risalah Lelang dan turunannya;

3. kecermatan dan ketelitian dalam menganalisis
dokumen;

4. kelancaran dan ketertiban pelaksanaan lelang; dan

5. optimalisasi harga lelang.

Aspek kuantitas pelayanan lelang, yang meliputi:

1. jumlah minuta, salinan, kutipan, dan grosse Risalah
Lelang yang dihasilkan baik dengan kondisi barang
laku, ditahan, atau tidak ada penawaran; dan

2. jumlah harga lelang, bea lelang, dan pungutan
pajak/pungutan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Aspek kepatuhan administrasi dan pelaporan, yang

meliputi:
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1. keakuratan laporan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
2. ketepatan waktu penyampaian laporan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jenis Pemeriksaan

Pasal 5

Jenis Pemeriksaan terdiri atas:

a.

(1)

(2)

(3)

(1)

Pemeriksaan berkala, yang dilakukan paling kurang
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
Pemeriksaan insidental, yang dilakukan dalam hal

diperlukan.

Pasal 6

Pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal

S huruf a dilakukan dalam rangka:

a. penilaian kepatuhan Objek Pemeriksaan terhadap
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
lelang; dan

b. penilaian kinerja Objek Pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan terhadap seluruh aspek Pemeriksaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan paling lambat bulan Juni tahun berjalan,

untuk kegiatan Objek Pemeriksaan dalam periode bulan

Januari sampai dengan bulan Desember tahun

sebelumnya.

Pasal 7
Pemeriksaan insidental sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 huruf b dilakukan atas dasar:
a. pengaduan masyarakat;

b. informasi dari pihak-pihak terkait; dan/atau



